PENGELOLAAN KEUANGAN MAKIN SULIT AKIBAT REGULASI SISTEM
INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH, PEMERINTAH KABUPATEN
FAKFAK MINTA BANTUAN PEMERTINTAH PROVINSI JAWA BARAT

kompas.com
KOMPAS.com — Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Fakfak, Papua Barat, Ali

Baham Temongmere mengatakan, pemberlakuan regulasi sistem informasi pembangunan

daerah (SIPD) membuat pengelolaan keuangan di daerahnya semakin sulit. “Untuk SIPD,
ada sistem yang belum connect antara perencanaan penganggaran dan penatausahaan. Ini
tentunya akan sampai ke tingkat pertanggungjawaban. Bahkan kemarin itu sampai dua
kali kami coba kerjakan, melalui sistem dan manual,” jelasnya. Meskipun demikian,
lanjut dia, dalam satu minggu terakhir proses pencairan keuangan Pemkab Fakfak masih
mengalami kendala.

Hal tersebut disampaikan Ali bersama Wakil Bupati (Wabup) Fakfak Yohana Dina
Hindom saat bertemu Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat (Jabar) Setiawan di Gedung
Sate, Kota Bandung, Senin (1/11/2021), Jabar, Senin (1/11/2021). Ia juga menyebutkan,
Pemkab Fakfak masih mengalami berbagai kendala, antara lain keterbatasan sumber daya
manusia  (SDM) dan  sarana  prasarana  seperti  jaringan  internet.
“Bahkan juga di tingkat pemerintah pusat masih ada hal yang belum final, masih ada
kendala yang saat kita konsultasikan pun belum ada solusinya,” katanya, dalam
keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (2/11/2021).

Pada kesempatan sama, Wabup Fakfak Yohana berharap, pihaknya dapat berguru
kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Jabar agar mampu mengelola
keuangan negara dengan lebih baik. “Kami datang dari ufuk timur di Papua Barat untuk
bisa mendapatkan informasi sekaligus menerima apa yang menjadi kebutuhan kami di

daerah terkait dengan pengelolaan keuangan negara,” kata Yohana. [a mengaku, pihaknya
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merasa kesulitan terkait perubahan mekanisme pengelolaan keuangan daerah. Hal
tersebut menyebabkan terjadinya keterlambatan pencairan keuangan maupun pelaporan
pertanggungjawaban. “Sejauh ini perubahan-perubahan mekanisme membuat ada
kendala-kendala yang kami hadapi di daerah, dengan bagaimana penyelesaian dan
realisasi keuangan daerah terutama di Kabupaten Fakfak, kami mengalami
keterlambatan,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Sekda Jabar Setiawan mengaku senang apabila dapat
membantu masalah yang dihadapi Pemkab Fakfak. “Kami tentu saja ingin yang terbaik
untuk seluruh jajaran Pemda Fakfak, dan kami nanti akan siapkan (pembinaan) dengan
teman-teman di sini," kata Setiawan. la menyebutkan, pihaknya akan menyiapkan tim
teknis pembinaan yang dipimpin Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(Bappeda) Jabar Ferry Sofwan Arif dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah (BPKAD) Jabar Nanin Hayani Adam. “Kami menghadirkan narasumber yang
tepat di forum ini, karena kami setiap hari berkutat dengan hal itu," imbuhnya.

Setiawan berharap, TAPD Jabar juga akan menerima feedback dari tim keuangan
Kabupaten Fakfak sebagai masukan yang membangun dalam pengelolaan keuangan
Jabar. “Siapa tahu nanti ada hal-hal yang menjadi masukan dari Kabupaten Fakfak yang
juga menjadi pembelajaran bagi kami," ujarnya. Setiawan mengaku sempat membuatkan
kuisioner dalam gelaran Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2021 di Papua ketika Jabar
menjadi kontingen terfavorit setelah kontingen Papua. Hal tersebut, kata dia, menjadi
bukti bahwa hubungan persaudaraan antara Jabar dengan Papua kuat. “Ini yang membuat
kami merasa bahwa sangat erat persaudaraan kita. Kami pun merasa kita harus sama-

sama maju,” tuturnya.
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Catatan:
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:
a. Pasal 391 ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi
Pemerintahan Daerah yang terdiri atas: a. informasi pembangunan Daerah; dan
b. informasi keuangan Daerah.
b. Pasal 391 ayat (2), Informasi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikelola dalam suatu sistem informasi Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi
Pembangunan Daerah :
a.Pasal 23 ayat (2), Pemerintah Daerah sebagai pengguna aplikasi dalam SIPD
berkewajiban:
1. meningkatkan kapasitas pengelola SIPD secara berkala;;
2. meningkatkan kualitas dan kuantitas pengisian dan pemanfaatan data; dan
3. mensosialisasikan penggunaan SIPD kepada masyarakat untuk meningkatkan

partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.
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